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ABSTRAK 
Nama  : Nurul Alfajri 
Nim  : 10400109022 
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul : Kedudukan Ahli Waris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia 
  (Studi Kasus Ahli Waris Beda Agama di Pengadilan Negeri 
Makassar) 
 
Skripsi ini mengangkat judul mengenai “Kedudukan Ahli Waris Dalam 
Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Ahli Waris Beda Agama di 
Pengadilan Negeri Makassar)”. Yang kemudian dibagi ke dalam tiga sub pokok 
masalah, yaitu Bagaimana kedudukan ahli waris beda agama dala hukum Islam 
dan  kedudukan ahli waris beda agama dalam KUHPerdata serta menganalisis 
dasar putusan hakim terhadap pembagian harta warisan ahli waris beda agama. 
Penelitian yang dilakukan, berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis atau empiris 
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua, 
yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diperoleh melalui penelitian 
pustaka sekaligus lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi 
maupun dokumentasi. Terakhir data akan dianalisis secara induktif, deduktif dan 
komparatif. 
Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, ahli waris beda agama 
tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, sebab ahli waris beda 
agama telah terputus hubungan kekeluargaannya dengan pewaris, sehingga akibat 
hukumnya ahli waris beda agama tidak berhak menerima harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. Kedua, dalam hukum waris perdata barat (BW), 
seorang ahli waris beda agama tetap berhak mendapatkan harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga, putusan hakim mengenai pembagian harta 
warisan ahli waris beda agama terbukti tidak bukan berdasarkan kepada hukum 
Islam, melainkan berdasarkan BW (Burgerlijk Wetboek).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hubungan nasab pada setiap kehidupan merupakan mata rantai kelanjutan 
generasi dari keturunan yang satu ke keturunan yang akan datang. Kelanjutan 
generasi atau keturunan tersebut memerlukan kesiapan dan perbekalan, baik 
meteri maupu immateri, seperti ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, sehingga 
keturunan tersebut mampu menjalani tantang. 
Keinginan memiliki harta yang cukup dan berlebih selalu dicita-citakan 
setiap orang, karena tidak ingin keturunannya melarat dalam hidupnya. Dalam 
QS. Al- nisa’: 9 disebutkan: 
                          
            
Terjemahnya:  
”dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 
benar.
1
 
 
Pengalihan dan kepemilikan atas harta dalam Islam sudah diatur 
sedemikian rupa, baik dengan melalui kewarisan, jual-beli, hadiah, hibah, 
sadaqah, wasiat, dan cara-cara lain yang halal, seperti pinjaman dan gadai, 
                                                          
1
Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an dan Terjemahannya” (Jakarta: Departemen agama 
RI, 2005), h. 78. 
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walaupun pinjaman dan gadai bersifat sementara.    
 Warisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal 
dunia kepada yang hidup (ahli waris).
2
 Pidahnya hak milik lewat warisan 
merupakan bagian yang sangat penting.      
 Hubungan kewarisan karena keturunan ternyata tidak mudah dan tidak 
begitu saja dapat dilakukan, baik yang berdasarkan kebudayaan tertentu maupun 
berdasarkan agama yang dianut masyarakat tertentu.    
 Dalam masyarakat hindu Bali, anak perempuan tidak menerima warisan, 
sebagaimana masyarakat Barat (Inggris). Sementara di kalangan masyarakat 
Muslim Padang, justru anak laki-laki tidak menerima warisan. Masyarakat jawa 
lain lagi, ahli waris dibagi rata, gono-gini, dengan tidak membedakan anak laki-
laki dan anak perempuan. Demikianlah kewarisan dengan standar kebudayaan dan 
paradigm antroposentris ( manusia sebagai pusat segalanya).
3
   
 Sebelum datangnya agama Islam, istri ataupun anak perempuan bukanlah 
dipandang sebagai orang-orang yang memiliki hak waris. Sebaliknya mereka 
dianggap sebagai harta warisan, oleh karena itu mereka boleh diwariskan.
4
 
 Alquran kemudian diturunkan, dan mengatur masalah waris mewarisi 
sebagai perbaikan terhadap keadaan-keadaan sebelumnya dimana pada masa itu 
perempuan merupakan kekayaan, begitu juga laki-laki yang berhak mewaris. 
Munculnya Islam dengan peraturan baru tentang hukum waris untuk perempuan 
                                                          
2Lihat, Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, “Hukum Waris, Pembagian Warisan 
Berdasarkan Syari‟at Islam” (Cet; I Solo: PT. 3 Serangkai), h. 9. 
3
Lihat, Http:// Persis.or.id. 
4Lihat, H. Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” (Cet; I 
Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 86. 
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dan anak-anak kecil telah memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi 
status kaum perempuan dan anak-anak.
5
       
Hukum kewarisan dalam Islam biasa juga disebut dengan Fiqh Mawaris 
dan biasa juga disebut dengan ilmu Fara‟idh. Ilmu Fara‟idh merupakan bentuk 
jamak dari kata tunggal faridhah artinya ketentuan, jadi Fara‟idh adalah 
ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang telah ditetapkan secara rinci di dalam 
Alquran. 
“Hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah himpunan aturan-aturan 
hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak menerima harta 
peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa 
perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.”6 
 
Masalah kewarisan juga ditemukan aturanya dalam KUHPerdata. Menurut 
KUHPerdata ( BW), wirjono prodjodikoro bahwa hukum kewarisan adalah 
hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan 
bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada 
waktu ia meniggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
7
 
Sistem kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan 
yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia, ada empat perbedaan 
mengenai praktik kewarisan, yaitu: 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang 
setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, 
matrilineal, atau parental; 
                                                          
5
Lihat, Ibid, h. 87. 
6M. idris Rmulyo, “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Cet; II Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 
104. 
7
Lihat, Ibid, h. 104. 
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2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam di berbagai daerah, ada 
pengaruh yang nyata dari Peraturan warisan dan Hukum agama Islam; 
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan 
dari agama Islam; 
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk 
Wetboek.
8
 
Dengan demikian, di Indonesia belaku tiga macam hukum waris, yaitu 
Hukum Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris dari Burgerlijk Wetboek 
(BW).  Dalam pewarisan ada beberapa macam syarat dan sebab-sebab orang 
mendapatkan waris. Yang dimaksyd dengan syarat disini adalah syarat-syarat 
yang harus dipenuhi sehingga warisan dianggap sah. Sedangkan maksud sebab-
sebab diatas adalah sebab-sebab mendapatkan hak waris tidak hanya terpatk pada 
hal itu factor-faktor penghalang warisanpun merupakan hal yang tidak bisa lepas 
dan harus terpenuhi dalam proses pewarisan.
9
 
 Pada perkembangannya hukum selalu berubah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat yang semakin lama semakin berkembang, perubahan/pembaharuan 
dalam hukum sangat urgen dalam merespon perkembangan/kejadian yang barang 
tentu belum di jelaskan dalam peraturan khususnya dalam masalah waris (factor 
penghalang warisan). Melihat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat 
yang serba modern membuat para pemikir kontemporer melakukan pembaharuan 
yang sifatnya merespon zaman. Pembaharuan tersebut kadang-kadang menuai 
                                                          
8
Lihat, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, “Fiqh Mawaris” (Cet; I bandung: CV. Pustaka 
Setia, 2009), h. 17. 
9Suparman Usman, “Hukum Kewarisan Islam”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 
23. 
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kontroversi di kalangan ulama, sebagaiman fatwa yang di keluarkan oleh Prof. Dr 
Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang muslim mendapatkan waris dari 
kerabat non muslim. 
Dalam ilmu waris, perbedaan agama merupakan penghalang seseorang 
mendapatkan warisan. Seorang Muslim tidaklah mewarisi dari orang yang bukan 
Muslim (non-Muslim), begitu pula sebaliknya seorang yang bukan Muslim 
tidaklah mewarisi dari seorang Muslim.
10
 Hal ini dikarenakan Allah telah 
memutuskan hubungan perwalian antara keduanya. Sebagaimana hadist Bukhari 
dan Muslim menyebutkan: 
 نْ عَ   عَ عَا عَ أُ   نِ نْ   دٍ نْ عَ   عَ نِ عَ   أُ اللَّهُ  اللَّهُ عَ  عَ أُ نْ عَ   اللَّهُ نِ اللَّهُ ا  ىاللَّهُل عَص  أُ اللَّهُ  نِ نْ عَل عَ   عَ اللَّهُل عَ عَ   عَا عَ   عَ  أُ نِ عَ  
 أُ نِل نْ أُ نْا   عَ نِا عَ نْا   عَ عَ   أُ نِا عَ نْا   عَ نِل نْ أُ نْا  
Artinya: 
 “Dari Usamah Ibnu Zaid ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: “orang muslim 
tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang 
muslim”.11  
Diperkuat lagi dengan petunjuk umum dalam QS. Al-Nisa’:1 
menyebutkan: 
                     
Terjemahnya: 
“….dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.12 
                                                          
10Suhrawadi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H., “Hukum Waris Islam” (Edisi 
ke-2, Cet; I Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  hal. 58. 
11
HR. al-Bukhari, dalam kitab: Fara‟idh, hadits no. 6764. Dan Muslim dalam syarahnya 
karya Imam al-Nawawi, dalam kitab: Faraidh, hadits no. 4116. 
12
Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an dan Terjemahannya” (Jakarta: Departemen agama 
RI, 2005), h. 101. 
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Para Ulama sepakat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang 
seseorang mendapatkan warisan. Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah 
berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang 
Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan Muslim, begitupula sebaliknya 
seseorang yang bukan Muslim tidaklah mewaris dari yang Muslim.   
 Di Indonesia sendiri, waris beda agama adalah praktek yang amat pelik, 
lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah muslim dari orang 
tua atau kerabat yang masih kafir. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak 
diatur jika seseorang terhalang hak waris karena beda agama dapat ditentukan 
menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (In Kracht). Hal ini 
terdapat dalam pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa: seseoraang terhalang 
menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dihukum karena:  
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pada pewaris. 
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
13
 
 
 
                                                          
13
Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, kompilasi Hukum 
Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak) Cet; I Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. H. 
268. 
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B. Rumusan Masalah  
Agar tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas mengenai 
permasalahan yang akan dibahas penulis merasa perlu untuk memberikan sub-sub 
masalah yang merupakan sasaran utama dari pembahasan yang akan diuraikan. 
 Adapun sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan ahli waris beda agama terhadap harta warisan 
menurut Hukum Islam? 
2. Bagaimana kedudukan ahli waris beda agama terhadap harta warisan 
menurut KUH Perdata? 
3. Bagaimana dasar putusan Hakim terhadap pembagian harta warisan ahli 
waris beda agama? 
C. Definisi Opersional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Opersional 
Dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian defenisi 
operasional atas beberapa variable yang digunakan, sehingga dengan demikian 
tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran atas sejumlah istilah dan masalah 
yang dibahas.         
 Untuk menghindari kekeliruan penulis dalam memahami judul tulisan ini, 
maka terlebih dahulu penulis menggemukan beberapa pengertian kata yang 
terdapat pada tulisan ini, sebagai berikut : 
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“Kedudukan” adalah keadaan yang sebenarnya (tentang sesuatu perkara 
dan sebagainya), status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara)”.14 
 “Ahli waris” adalah orang-orang yang berhak menerima warisan (harta 
pusaka).
15
 
“Peradilan” adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun hal-hal yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah 
mengenai hak dan kewajiban ahli waris beralih agama baik dalam hukum Islam, 
KUH Perdata dan hukum adat. 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan karya ilmiah, kajian pustaka menduduki posisi yang 
sangat penting. Hali ini dimaksud untuk member penjelasan bahwa masalah 
pokok atau judul yang di bahas serta di teliti memiliki korelasi dengan beberapa 
teori yang dikemukakan oleh para ahli pengetahuan atau para cendekiawan. 
Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah 
mengkaji dan menelaah beberapa literature yang berbau kewarisan sebagai kajian 
pustaka.     
Dalam buku karya Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. yang berjudul Fiqh 
Mawaris. Jakarta: Pustaka Setia, 2009. Secara umum membahas tentang masalah 
kewarisan dalam Islam.       
 Buku karya, Drs. Ahmad Rofiq, M.A. Fiqh Mawaris,Jakarta: Raja 
                                                          
14
Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 
49. 
15
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,”Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 20. 
 
 
9 
 
Grafindo Persada, 1993. Yang membahas tentang ahli waris dan macam-
macamnya, serta metode perhitungan pembagian harta warisan.   
H. Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 
Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011. Membahas mengenai kewarisan ahli waris 
pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama.    
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (edisi lengkap), 
Jakarta: Lentera, 2008. Membahas tentang perkawinan, zakat, waris beda agama.
 Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris, Pembagian Warisan 
Berdasarkan Syari‟at Islam, Solo: 3 Serangkai, 2007. Membahas mengenai 
masalah kewarisan dan pembagiannya.       
Karya Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata 
Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, Jakarta: Kencana, 2005. Membahas 
mengenai masalah kewarisan dalam KUH Perdata dan perbandingannya dengan 
Hukum Islam.         
 Sepanjang penelusuran penulis belum ada tulisan yang secara khusus 
menbahas judul yang penulis teliti yaitu mengenai kedudukan ahli waris beralih 
agama. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk menganalisi kedudukan ahli waris beda agama terhadap harta warisan 
menurut  Hukum Islam  
2. Untuk menganalisi kedudukan ahli waris beda agama menurut  kitab KUH 
Perdata. 
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3. Untuk mengetahui dasar yang digunakan Hakim dalam putusannya 
mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 
hukum dan dapat menambah pengetahuan mengenai kedudukan ahli waris 
beralih agama menurut Hukum Islam dan KUH Perdata 
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi penyempurnaan aturan yang menyangkut kedudukan ahli 
waris beralih agama menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memperoleh gambaran yang konprehensif dari penyusunan, skripsi 
ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :       
 Pada Bab I diuraikan tentang pendahuluan yang berisi uraian tentang latar 
belakang yang diangkat, rumusan masalah, definisi opersional dan ruang lingkup 
penelitian, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 
penulisan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal yang dimulainya 
penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. 
Pada Bab II berisikan tinjauan pustaka tentang pengertian waris, ahli waris 
dan hukum kewarisan, asas-asas kewarisan, sebab-sebab terjadinya kewarisan, 
pengelompokan ahli waris. 
Pada Bab III adalah metode penelitian. Bab ini ditemukan secara rinci 
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik 
pengumpulan data dan analisis data. 
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Pada Bab IV merupakan bab inti dari skripsi yang merupakan hasil 
penelitian dan anlisis dari data yang diperoleh yang menjelaskan tentang 
kedudukan ahli waris menurut sistem peradilan di Indonesia terutama mengenai 
ahli waris beralih agama terhadap harta warisan, dan implementasi kedudukan ahli 
waris beralih agama dalam hukum posifit di Indonesia. 
 Pada Bab V adalah bab penutup terdiri dari kesimpulan  dan implikasi 
penelitian.  Kesimpulan merupakan penegasan jawabab atas rumusan  masalah 
dan implikasi sebagai saran atas kesimpulan yang ditarik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Pengertian Waris, Ahli Waris dan Rukun-Rukun Kewarisan 
1. Pengertian waris dan Hukum Kewarisan 
Secara Etimologis, Mawaris adalah bentuk jamak dari kata Mirats artinya 
warisan. Kata Mirats yang merupakan mashdar dari kata Warasa – Yaritsu – 
Irtsan – Miratsan artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 
atau dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Sesuatu itu lebih umum daripada 
sekadar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.
16 
Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh. Fara’idh adalah 
bentuk jamak dari kata tunggal faridah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli 
waris yang diatur secara rinci di dalam Alquran.
17
 Sedangkan menurut 
Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, waris adalah berpindahnya hak milik 
seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup (ahli waris).
18 
Selanjutnya, warisan dalam konteks yang lebih umum berarti 
berpindahnya hak kebendaan orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang 
masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Hukum Warisan di Indonesia 
mengatakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak 
                                                          
16Lihat, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si.,”Fiqh Mawari”, (Cet; I Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2009), h. 14. 
17
Drs. Ahmad Rofiq, M.A, “Fiqh Mawaris”, (Cet; I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1993), h. 1. 
18Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, “Hukum Waris, Pembagian Warisan 
Berdasarkan Syari‟at Islam” (Cet; I Solo: PT. 3 Serangkai), h. 9. 
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dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan 
beralih kepada orang lain yang masih hidup.
19 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa waris adalah 
segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan kepada ahli 
warisnya berdasarkan petunjuk Alquran dan Hadis. 
Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, 
hukum waris Islam, dan hukum waris dari burgerlijk wetboek (BW). Menurut 
Betrand Ter Haar, Hukum waris adat adalah proses penerusan  dan peralihan 
kekayaan materiil dan immaterial dari turunan ke turunan.
20 
Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang 
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 
barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generatie) 
kepada turunannya.
21 
Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, penulis berkesimpulan 
bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan 
harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain. 
Adapun yang dimaksud dengan hukum waris Islam adalah aturan yang 
mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi 
                                                          
19
Wirjono Prodjodikoro,” Hukum Warisan di Indonesia”, (Bandung: Sumur Bandung, 
1991), h. 12. 
20
Lihat,Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.  
21
Soepomo, “Bab-Bab tentang Hukum adat”, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1993), h. 79. 
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bagian masing-masing ahli waris, menetukan harta peninggalan dan harta warisan 
bagi orang yang meninggal.
22 
Hukum waris yang dimuat dalam Burgerlijk wetoek (BW) adalah 
kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya 
seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati 
dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
23 
2. Pengertian Ahli Waris 
Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan (harta 
pusaka). Dalam hukum waris adat, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang 
yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, 
saudara, ahli waris pengganti dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan 
dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar 
kawin yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli 
waris membagi harta warisan di antara mereka.
24
 
Dalam hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi 
karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
25
 
                                                          
22
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Op. cit., h. 33. 
23
Ibid, h. 81. 
24
Ibid, h. 6. 
25
Suhrawandi Lubis K, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), 
(Cet; IV, Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h. 34. 
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Ahli waris menurut BW dimuat dalam pasal 832 yang menyatakan bahwa 
yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut 
undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang 
hidup terlama. 
3. Rukun-Rukun Kewarisan 
a. Rukun-rukun hukum waris adat masyarakat yang mendiami Negara 
Republik Indonesia terdiri atas: 
1) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 
sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, 
baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun 
keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. 
2) Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 
seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta 
warisan teridiri atas: 
a) Harta bawaan atau harta asal, adalah harta yang dimiliki seseorang 
sebelum menikah dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila 
ia meninggal tanpa anak. 
b) Harta perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha 
suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. 
c) Harta pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada 
ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya 
dinikmati/dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan 
keturunannya. 
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d) Harta yang menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli 
waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta 
itu tidak diketahui keberadaannya. 
3) Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan 
pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris 
pengganti dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan 
pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar 
kawin yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris 
bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.  
b. Rukun-rukun hukum waris Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan 
masyarakat muslim terdiri atas tiga rukun yang perlu diuraikan,yaitu: 
1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, 
meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. 
2) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari 
harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit 
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran 
utang serta wasiat pewaris.  
3) Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan 
kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 
ahli waris.  
c. Rukun-rukun terjadinya pewarisan menurut Buergerlijk Wetboek (BW) 
mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut: 
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1) Ada orang yang meninggal dunia; 
2) Ada orag masih hidup, sebagai ahli waris yang memperoleh warisan 
pada saat pewaris meniggal dunia; 
3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. 
B.  Asas-Asas Kewarisan 
1. Asas- Asas hukum Kewarisan Adat 
Jika hukum kewarisan adat masyarakat Indonesia dianalisis, maka 
ditemukan 5 (lima) asas hukum kewarisan adat. Diuraikan sebagai berikut: 
a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri 
Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para 
ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan 
dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta 
kekayaan.
26
 Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang 
meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menyadari dan 
menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak 
berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli 
waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada tuhan. 
Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi 
yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua 
keturunannya. 
b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak 
                                                          
26Lihat,Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8. 
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Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai 
kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi peninggalan 
pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli 
waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan 
hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian 
harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang 
berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.
27
 
c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan 
Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan 
untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam 
menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam 
menyelesaikan pembagian harta warisan. 
d. Asas Musyawarah dan Mufakat 
Asas musyawarah mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta 
warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan 
apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu 
bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar 
dari hati nurani pada setiap ahli waris. 
e. Asas Keadilan 
Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, 
sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai 
                                                          
27
Ibid, h. 9. 
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ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan 
harta sebagai anggota kelurga pewaris. 
Berdasarkan asas-asas hukum waris adat yang diuraikan di atas, 
ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya 
memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan peralihan harta peninggalan dari 
seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. 
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 
Asas-asas hukum kewarisan Islam terdiri atas: 
a. Asas Ijbari 
Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti 
pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya 
berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada 
kehendak pewaris atau ahli warisnya.
28
  
Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu (1) dari pengalihan 
harta yang pasti terjadi setelah orang meniggal dunia. Hal ini dapat dilihat dalam 
Alquran Surah An-Nisaa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan 
perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, ayah dan kelurga 
dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan 
diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikan juga halnya 
dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya.
29
 
b. Asas Bilateral 
                                                          
28
Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau”, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18. 
29
Lihat  Zainuddin Ali, op. cit., h. 54. 
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Dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau 
bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari 
kerabat keturunan perempuan. Asas kebilaretalan itu, mempunyai 2 dimensi saling 
mewarisi dalam Alquran Surah An-Nisaa’ ayat 7, 11, 12 dan 176, yaitu antara 
anak dengan orang tuanya, dan antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak 
mempunyai anak dan orant tua. 
c. Asas Individual 
Dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi 
kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, pelaksanaannya, 
seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan 
kepada setiap ahli waris yang berhak menerimannya menurut kadar bagian 
masing-masing.
30
 Oleh karena itu, bila siap ahli waris berhak atas bagian yang 
didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai 
kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. 
Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli 
waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia 
telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk 
mereka yang tidak dan/atau belum mampu bertindak, diangkat wali untuk 
mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. 
d. Kedilan Berimbang 
Dalam hukum kewarisan islam, asas keadilan berimbang berarti 
kesimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam 
                                                          
30
H. Muhammad Daud Ali, “Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 5. 
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melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang 
kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum 
kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, 
proses, dan tujuan segala tindakan manusia.
31
 
Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang 
diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, 
laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang 
dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 
Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli 
waris dari pewaris hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap 
keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris 
berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya.
32
 
e. Akibat Kematian 
Asas akibat kematian berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal 
dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena 
itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi 
setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta 
seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama 
orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk 
pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara 
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langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meniggalnya, tidak 
termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.
33
 
Bila hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, 
yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebur 
dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestato atau kewarisan 
karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang maka hukum kewarisan 
Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dilakukan oleh seseorang 
pada waktu ia masih hidup. Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan 
dengan asas Ijbari yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya 
menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. 
C. Sebab-Sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya 
1. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 
Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu: 
a. Hubungan Kekerabatan 
 kekerabatan ( nasab) terjadi karena adanya hubungan keturunan antara 
dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti 
ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang 
ketiga, yaitu saudara-saudara paman dari ayah dan ibu. 
Dasar hukum kekerabatan (nasab) mempunyai hak waris adalah firman 
Allah: dalam QS. An-Nisaa’: 7. 
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                           
                 
Terjemahannya: 
 
“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.” 34 
 
Yang dimaksud hubungan nasab disini ialah hubungan darah yang 
disebabkan pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya disebabkan bukan 
pernikahan yang sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi, seperti apabila 
seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah atau anak zina maka anak itu tidak 
mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang melakukan zina, sehingga 
mereka tidak saling mewarisi. Ia hanya mewarisi kepada wanita yang 
melahirkannya sebagai ibunya. 
Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari 
segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena petalian darah. Maka meskipun ahli 
waris masih dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak 
menerima bagian. 
b. Hubungan Perkawinan 
Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum yang saling 
mewarisi antara suami dan istri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukumnya 
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terpenuhi, baik secara agama maupun administrafit. Adapun perkawinan yang 
batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. 
c. Hubungan Karena Sebab Al- wala’ 
Al-wala‟ yaitu hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan 
hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Dalam hal ini, orang 
yang membebaskan hamba sahaya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan 
(ikatan) yang dinamakan wala‟ al-„itqi. Orang yang membebaskan budak berarti 
telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. 
Oleh karena itu, Allah SWT. Menganugerahkan kepadanya hak mewarisi 
terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang 
hakiki, baik karena ada kekerabatan ( nasab) ataupun ada tali perkawinan.
35
 
Menurut KUH Perdata (BW) dalam pasal 852-861 sebab-sebab seseorang 
memperoleh warisan dapat dikarenakan adanya pertalian nasab (genetik) baik 
bersifat lurus ke bawah seperti anak keturunan, lurus ke atas seperti bapak dan 
ibu, bersifat menyamping seperti para saudara. Juga karena sebab perkawinan, 
dapatnya saling mewarisi suami/ istri.
36
 
2. Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan 
Para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi 
warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.
37
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a. Perbedaan Agama 
Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila 
antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan 
Islam. Maksudnya bagi orang non Islam terlarang mewarisi harta orang Islam. 
Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW  riwayat Imam Bukhari 
dan Muslim: 
 عَا عَ  عَ اللَّهُل عَ عَ  نِ نْ عَل عَ  أُ اللَّهُ  ىاللَّهُل عَص اللَّهُ نِ اللَّهُ ا  اللَّهُ عَ  عَ أُ نْ عَ  أُ اللَّهُ  عَ نِ عَ  دٍ نْ عَ  نِ نْ  عَ عَا عَ أُ  نْ عَ  عَ نِا عَ نْا  أُ نِل نْ أُ نْا  أُ نِ عَ  عَ 
 عَ نِل نْ أُ نْا  أُ نِا عَ نْا  عَ عَ  
Artinya: 
“Dari Usamah Ibnu Zaid ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: “orang muslim 
tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang 
muslim”.38 
 
Semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak 
saling mewarisi, akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang 
Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya orang kafir tidak boleh 
menerima harta waris dari orang muslim. 
Mengenai orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari Islam, para 
ulama memandang  mereka mempunyai kedudukan hukum sendiri. Hal ini karena 
orang murtad telah memutuskan tali syari’ah dan melakukan kejahatan agama.39 
Karena itu, meskipun dalam isyarat Alquran mereka dikategorikan sebagai 
orang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak 
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HR. al-Bukhari, dalam kitab: Fara‟idh, hadits no. 6764. Dan Muslim dalam syarahnya 
karya Imam al-Nawawi, dalam kitab: Faraidh, hadits no. 4116. 
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diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta 
peninggalannya dimasukkan ke Bait al-mal sebagai harta Fai’ (rampasan) dan 
digunakan untuk kepentingan umum.
40
 
Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah, murtad ada dua jenis, yaitu: 
1) Murtad fitrah, yaitu seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim 
kemudian murtad dari agama Islam. 
2) Murtad Millah, yaitu seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, 
lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.
41
 
Ulama mazhab empat berpendapat bahwa orang yang murtad dengan fitrah 
atau millah, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan 
keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. 
b. Pumbunuhan 
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, 
menyebabkannya tidak dapat menerima harta warisan. Para ulama mazhab 
sepakat bahwa, pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki alasan yang benar, 
mengakibatkan pelakunya terhalang menerima warisan.
42
 
Imamiyah mengatakan, barang siapa membunuh kerabatnya sebagai 
qishash, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, 
dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syara’, maka pembunuhan seperti ini tidak 
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menghalanginya untuk memperoleh warisan. Demikian pula dengan pembunuhan 
tidak sengaja.
43
 
Mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan yang mana yang 
menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban. Para ulama berbeda pendapat 
dalam masalah ini. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat 
menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar 
kafarah. Adapun ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan disengaja 
atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah 
berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris 
adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, 
membayar diyat, atau membayar kafarah, selain itu tidak tergolong sebagai 
penggugur hak waris. Menurut ulama Syafi’iyah, pembunuhan dengan segala cara 
dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan 
kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya 
membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanan qishash atau hukuman 
mati pada umumnya.
44
 
c. Perbudakan 
Mengenai perbudakan, para ulama sepakat tidak berlakunya waris-
mewarisi kepada ahli warisnya. Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Nahal: 75 
              …. 
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Terjemahannya:  
“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun…”.45 
 
Islam sangat tegas tidak menyetuji adanya perbudakan, sebaliknya sangat 
menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Seorang hamba 
sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hak-
hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima 
dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan dengan saudara atau 
keluarganya sendiri terputus. Begitu pula apabila ia sebagai pewaris, tidak bisa 
mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 173 menyebutkan bahwa 
terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: 
3. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pada pewaris. 
4. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
46
 
Sedangkan menurut BW (pasal 838) menyebutkan bahwa ahli waris yang 
tidak berhak mewarisi: 
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1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau 
mencoba membunuh pewaris; 
2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara 
fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris ialah suatu pengaduan 
telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 5 tahun 
lamanya atau hukuman yang lebih berat; 
3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris 
untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya 
4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat 
pewaris.
47
 
Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau 
seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib 
mengembalikan semua harta yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah 
dimanfaatkan atau dinikmatinya. 
D. Pengelompokan Ahli Waris 
Kalau pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Alquran Surah An-
Nisaa’ ayat 7, 11, 12, dan 176, hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum Islam, 
maka pengelompokan itu terdiri atas: 
1. ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah yang meliputi golongan laki-
laki terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakak; 
dan golongan perempuan terdiri atas: ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan, tante, dan nenek; 
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2. ahli waris sababiyah timbul karena hubungan perkawinan terdiri atas duda 
atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada maka yang berhak menerima 
warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.  
Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan 
kepada: 
1. Ahli waris Dzawil Furud, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besar 
kecilnya bagiannya. Seperti  
1
2
, 
1
3
, atau 
1
6
. Golongan dzawil furudh adalah golongan 
keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan 
tertentu. Para fuqaha sependapat bahwa dzawil furudh secara mutlak telah jelas 
bagian-bagiannya. Ketentuan yang mengatur waris terdapat dalam Alquran, 
Hadis, dan Ijtihad. 
2. Ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah 
harta dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh. Kata asabah dalam bahasa arab 
berarti keluarga laki-laki dari pihak ayah. Disebut asabah karena mereka 
merupakan satu golongan yang saling membantu dan saling melindungi diantara 
mereka. 
Adapun pengertian asabah menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris 
yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam Alquran dan Hadis 
dengan tegas.
48
 Dalil yang menyatakan bahwa asabah berhak mendapatkan waris 
adalah Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang dimaksud adalah surah An-nisaa’ 
ayat 11: 
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                                
                               
                           
…  
Terjemahannya:  
 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 
anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 
sepertiga…”49 
 
3. Ahli waris dzawil arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi 
menurut ketentuan Alquran tidak berhak menerima warisan dan bukan pula 
termasuk dari para asabah. 
Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, yaitu istri atau suami 
yang ditinggalkan dan keluarga yang sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris 
menurut peraturan undang-undang berdasarkan hubungan darah ada 4 golongan 
sebagai berikut: 
1. Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi 
anak-anak beserta keturunannya serta suami dan/atau istri yang ditinggalkan. 
Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke 
bawah, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila 
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Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an dan Terjemahannya” (Jakarta: Departemen agama 
RI, 2005), h. 116 . 
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terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak 
1
5
 bagian dari harta warisan.
50
 
2. Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang 
tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Bagi 
orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan 
kurang dari 
1
4
 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka 
menjadi ahli waris bersama saudara pewaris.
51
 
3. Golongan ketiga, yaitu ahli waris yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur 
selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga 
garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu.
52
 
4. Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis lurus 
ke samping dan sanak saudara lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud 
terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik 
dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi 
sampai derajat keenam dihitung dari si mayyit atau yang meninggal (pewaris), dan 
saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung 
dari si mayyit. 
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Lihat,Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 87. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 
penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk itu yang diteliti pada awalnya 
adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 
primer di lapangan, atau masyarakat, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Makassar, Kota Makassar informan yang dijadikan obyek penelitian 
adalah hakim Pengadilan Negeri Makassar. Untuk penelitiannya dipergunakan 
penelitan hukum sosiologis atau socio legal research sebab sebagian pihak 
melihat hukum sebagai law in action yang menyangkut pertautan antara hukum 
dengan pranata-pranata sosial.
53
 Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. 
Menurut Saifullah penelitian kualitatif adalah sebagai kemampuan untuk 
melakukan pengamatan secara cermat untuk mendapatkan data yang sahih dan 
handal serta kecakapan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan 
komunikasi masyarakat yang diamati dan diwawancarai.
54
 
Penulis memilih jenis pendekatan ini karena adanya pertimbangan yaitu 
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan 
kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara 
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Lihat Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitan Hukum  (Jakarta: UI Press, 2008), h. 52. 
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langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian, dan 
pendekatan ini juga lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 
nilai yang dihadapi. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
55
 Dan 
sumber data terbagi dua yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber 
data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari 
hasil wawancara peneliti dengan hakim yang sudah ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini 
merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan 
data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.
56
 Data sekunder 
ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan 
diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu 
penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah 
dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui metode 
penelitan pustaka (library research)  dan metode penelitan lapangan (field 
research). 
1. Teknik penelitan pustaka (library research) yaitu metode yang peneliti 
gunakan untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 
berupa buku-buku, media cetak atau media massa  lainnya yang berkaitan 
dengan pembahasan skripsi ini.  
2. Teknik  penelitian lapangan (field research), yakni metode yang peneliti 
gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
a. Wawancara, adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh data, 
informasi atau keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. 
b. Observasi, yakni peneliti melakukan penelitan dalam arti mengamati dan 
melakukan pencatatan mengenai fenomena/aktivitas yang terjadi yang 
berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 
c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara mengambil catatan-catatan 
perkara mengenai proses peradilan mediasi. 
D. Teknik Dan Analisa Data 
Setelah peneliti mengumpulkan data, maka dalam mengolah data tersebut 
menggunakan metode berpikir, yaitu: 
1. Induktif, yaitu suatu analisis data yang bertolak dari data yang bersifat khusus 
untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 
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2. Deduktif, yaitu suatu analisis data yang bertolak dari data yang bersifat umum 
untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
57
 
3. Komparatif, yaitu suatu cara berpikir dengan menganalisa data dengan 
mengambil kesimpulan dengan terlebih dahulu membandingkan antara 
pendapat atau beberapa data yang ada. 
E. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian untuk menunjang keberhasilan skripsi ini, 
penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian. 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak tahun 1916, maka keberadaanya pada 
waktu itu juga sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing dan 
tempat penghukuman bagi warga Negara Indonesia. Sejak masa kemerdekaan 
sampai sekarang gedung pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami 
pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. 
Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan tingkat pertama yang 
dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku 
kekuasan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Negeri Makassar 
mendapat beberapa pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan Negeri 
Makassar, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan 
Hubungan Industrial dengan kewenangan wilayah hukum masing-masing. Ketua 
pengadilan dan panitera pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar juga 
bertindak sebagai ketua pengadilan dan panitera pada pengadilan khusus tersebut. 
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Gedung utama Pengadilan Negeri Makassar terletak di Jalan Raya R. A 
Kartini No. 18-23 Makassar berdiri di atas lahan seluas 7187𝑚2 dengan luas 
bangunan 2250 𝑚2. Saat ini gedung Pengadilan Negeri Makassar telah diperluas 
dan dirampungkan pada akhir tahun 2007. Terdapat 4 (empat) ruang sidang di 
gedung utama Pengadilan Negeri Makassar yang digunakan untuk menyidangkan 
perkara-perkara Pidana, Perdata, Niaga, Hak Asasi Manusia, serta perkara-perkara 
pidana yang melibatkan anak. Selain itu, pengadilan hubungan industrial dibawah 
Pengadilan Negeri Makassar. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Hukum Islam 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa, hukum waris Islam adalah aturan 
yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi 
bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peningalan dan harta warisan 
orang yang meninggal. 
Dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang 
menerima warisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW: 
 عَا عَ  عَ اللَّهُل عَ عَ  نِ نْ عَل عَ  أُ اللَّهُ  ىاللَّهُل عَص اللَّهُ نِ اللَّهُ ا  اللَّهُ عَ  عَ أُ نْ عَ  أُ اللَّهُ  عَ نِ عَ  دٍ نْ عَ  نِ نْ  عَ عَا عَ 
أُ  نْ عَ  أُ نِ عَ  عَ 
 عَ نِل نْ أُ نْا  أُ نِا عَ نْا  عَ عَ  عَ نِا عَ نْا  أُ نِل نْ أُ نْا  
Artinya: 
 “Dari Usamah Ibnu Zaid ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: “orang muslim 
tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang 
muslim”.58 
 
Diperkuat dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa’ ayat 141:  
                      
Terjemahnya: 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisaa’: 141.) 
 
Dari dalil dan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara 
kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut 
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HR. al-Bukhari, dalam kitab: Fara‟idh, hadits no. 6764. Dan Muslim dalam syarahnya 
karya Imam al-Nawawi, dalam kitab: Faraidh, hadits no. 4116. 
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pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Namun, bila menyangkut urusan 
keagamaan seperti kewarisan, tidak ada hubungan itu seperti disebutkan dalam 
asas-asas kewarisan Islam.
59
 
Didalam konteks hukum waris para ulama klasik dan kontemporer berbeda 
pendapat, para ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak 
mewarisi non muslim. Sedangkan menurut 4 mahzab yaitu Imam Syafi’i, 
Hambali. Maliki, dan hanafi mereka sepakat bahwa orang Islam tidak saling 
mewarisi dengan non muslim, mereka berpegangan pada dhohir hadit.
60
 
Jadi, kalau salah seorang diantara anak-anak mayyit ada yang non-muslim, 
lalu masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkah-nya sudah 
dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama 
mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris. Tetapi mereka berbeda pendapat 
bila ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal tapi tirkah-
nya belum dibagikan. Imamyah dan Hambali mengatakan, dia berhak atas harta 
warisan. Syafi’i, Maliki, dan Hanafi mengatakan, dia tidak berhak atas waris. 
Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga 
termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang murtad. Murtad 
didefinisikan oleh ulama klasik sebagai orang yang semula memeluk agam Islam 
kemudian keluar dari agama Islam. Terkait dengan kewarisan status orang murtad 
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disamakan dengan orang kafir asli. Karena orang murtad maka tidak dapat 
menjadi ahli waris bagi muwaris atau sebaliknya.
61
 
Orang murtad mempunyai kedudukan tersendiri. Seorang murtad dianggap 
telah melakukan tindak kejahatan terbesar, karena telah merusak hubungan 
syari’iyah. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak 
menerima warisan dari siapapun, baik pewarisnya muslim atau sama-sama 
murtad, kecuali jika ia bertobat sebelum dilakukan pembagian tirkah.
62
 
Menurut Jumhur fuqaha, harta yang didapat sebelum murtad, sesudah 
murtad sampai meninggalnya, ditetapkan sebagai harta fa‟i dan dimasukkan 
kedalam baitulmal untuk kemaslahatan umum. Dimasukkannya ke baitulmal 
bukanlah karena harta itu dipandang sebagai harta warisan kepada orang Islam 
atau kepada ahli warisnya yang, muslim, sebab mereka meninggal dalam keadaan 
kafir. Padahal sudah dijelaskan dalam hadis bahwa orang muslim dengan orang 
kafir tidak saling mewarisi.
63
 
Adapum menurut Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa: 
“harta yang diperoleh si murtad ketika masih beragama Islam menjadi 
harta warisan bagi ahli warisnya yang muslim. Alasannya ialah saat riddah 
adalah saat kematian bagi murtad laki-laki, oleh karena pada saat itu ia 
dikenakan sangsi hukuman mati dari penguasa. Berbeda halnya dengan 
perempuan murtad, ia hanya dikenakan hukuman penjara dan didera (dipukuli) 
sehingga saat kematiannya adalah mati hakiki. Dengan demikian, hartanya baik 
yang ia peroleh selama masih muslimah ataukah sesudah ia murtad menjadi 
harta warisan bagi ahli warisnya yang muslim”.64 
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Dalam hubungannya dengan tawanan yang dimungkinkan murtad 
diperlukan adanya penelitian terdahulu, melalui peradilan dan keputusan hakim. 
Dan harus dibuktikan paling tidak dengan dua orang saksi muslim yang adil. 
Fatchur Rahman menyebutkan, apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa seorang 
tawanan murtad, maka harta-harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli 
warisnya, selama vonis tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang sah. Jadi 
sepanjang tidak terbukti bahwa tawanan tersebut murtad, maka tetap diperlakukan 
sebagai orang muslim. Hak-hak warisnya tetap berlaku.
65
 
Pendapat Ulama’ klasik di atas yang secara umum mengatakan bahwa 
perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir 
kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na’im mengatakan bahwa: 
“salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah 
berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari 
seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari 
maupun wariskan non muslim. Menurut An-Na’im, pengabaian berbagai 
perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah 
diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi 
dapat dibenarkan.”66 
 
Adapun perbedaan agama diantara orang yang bukan muslim, misalnya 
seorang yahudi dan seorang kristen tidak menjadi halangan kewarisan, karena 
meskipun mereka bebeda-beda, tetapi dipandang dari segi Islam, mereka itu sama 
saja semuanya bukan Islam dan semuanya itu dianggap satu aliran yakni sama-
sama menentang syari’at Nabi Muhammad SAW.67 
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Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa: para penganut agama-agama non-
Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dengan demikian, orang Yahudi tidak 
bisa mewarisi orang Nasrani, dan sebaliknya. Sedang menurut Imamiyah, Syafi’i 
dan Hambali bahwa: mereka boleh waris-mewarisi satu sama lain sebab mereka 
mempunyai millah yang sama. Mereka semuanya adalah orang-orang non-
muslim.
68
 Akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling waris-
mewarisi antar mereka itu sepanjang tidak ada di antara mereka pewaris muslim. 
Kalau terdapat seorang pewaris muslim, sekalipun mempunyai ikatan kekerabatan 
jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain untuk memperoleh warisan. 
Ibnu Hazm menyatakan, bahwa kerabat non-muslim dapat menerima 
wasiat wajibah dari kerabatnya yang muslim, karena setiap muslim wajib 
memberikan wasiat kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima warisan dan 
wasiat yang diberikan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.
69
 
Menurut Ibnu Hazm, hukum dalam ayat wasiat tidaklah dihapuskan 
melainkan dikhususkan hanya untuk yang berhubungan dengan orang-orang yang 
tidak dapat mewarisi. Yaitu bagi kerabat yang terhijab atau tidak menjadi ahli 
waris, kewajiban wasiat masih tetap ada dengan jumlah yang tidak ditentukan 
selama dalam batas 1/3 harta peninggalan. 
Rasyid Rida juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 bahwa 
hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan 
harta yang banyak bagi pewarisnya, Di mana wasiat tersebut harus diberikan 
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kepada orang tua dan para kerabatnya yang tidak dapat mewarisi meskipun kedua 
orang tuanya berbeda agama (non muslim) dengan batasan maksiamal 1/3 harta.
70
 
Dalam praktik, sebagian hakim telah menggunakan pertimbangan wasiat 
wajibah untuk memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim. Pengaturan 
wasiat dalam KHI diatur dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209 di bawah Bab 
V tentang wasiat. Dalam pasal-pasal KHI tersebut diatur baik mengenai orang 
yaang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, pembatalan dan 
pencabutan wasiat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan wasiat. 
Terdapat dua syarat komulatif dan satu syarat tambahan orang yang berhak 
berwasiat sebagian harta miliknya, sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 
194 ayat (1) KHI, yang menetapkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan 
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Syarat komulatif orang 
berwasiat tersebut sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan 
syarat tambahan orang berwasiat “tanpa ada paksaan”. 
Bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat 
dan perdata Barat (BW) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan 
untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memilik 
hubungan kerabat dekat tetap dijadikan sebagai ahli waris, tanpa kecuali yang 
beragama Islam, sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan 
Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di 
lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta 
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warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikin juga pasal 
171 huruf b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama 
Islam. 
Di Indonesia, sekalipun pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tidak 
menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun 
pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan 
ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila 
salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling 
mewarisi. Tetapi karena di Indonesia terdapat pluralitas hukum, yaitu adanya 
hukum adat dan hukum perdata Barat (BW) disamping hukum Islam, yang 
memungkinkan masyarakat muslim melakukan pilihan hukum (Hak Opsi) dalam 
penyelesaian sengketa warisnya sesuai dengan ketentuan penyelesaian umum 
angka 2 UU no : 7 tahun 1989 tentang PA, maka antara orang muslim dan non 
muslim mungkin saja dapat saling mewarisi. Karena dalam hukum adat dan 
hukum Perdata Barat (BW) perbedaan agama tidak dijadikan sebagai penghalang 
untuk dapat mewarisi. 
Sebagai contoh, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah 
Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada salah seorang anak perempuan 
pewaris yang murtad, baik hakim tingkat Banding maupun hakim Agung Tingkat 
Kasasi dalam perkara in casu sepakat membatalkan putusan hakim tingkat 
Pertama yang tidak memberikan bagian kepada anak yang murtad tersebut. 
Masyarakat Indonesia telah terikat dengan kontrak sosial, di mana semua 
warga negara tanpa membedakan suku, budaya dan agama wajib memelihara 
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ketertiban dan perdamaian tanpa adanya pelaku anarkis dalam segala bentuk dan 
manifestasinya, baik fisik, politik maupun hukum. Dalam kondisi demikian Islam 
tidak melarang bagi warga negara muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap warga negara non muslim, dan seorang muslim tetap dipertahankan 
untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sekalipun berbeda agama. 
Mengacu kepada uraian di atas, penulis merumuskan bahwa pemberian 
harta warisan kepada ahli waris beda agama dalam pasal 194-209 dengan 
menggunakan pertimbangan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1 3  dari harta 
warisan ahli waris utama, dan pemberian harta warisan kepada ahli waris beda 
agama dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah juga merupakan fakta 
yuridis masuknya pengaruh hukum barat dan hukum adat ke dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). 
B. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut KUHPerdata 
Hukum waris yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) adalah 
kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya 
seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati 
dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 
Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan 
yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan 
pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada 
ahli warisnya yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Oleh 
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karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Adanya orang yang meninggal dunia; 
2. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan 
pada saat pewaris meninggal dunia; 
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. 
Sistem Hukum kewarisan perdata barat yang tertuang dalam Burgerlijk 
Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada ketentuan 
pasal 131 IS jo Staatsblad 1917 Nomor 12 jo Staatsblad 1924 Nomor 557 jo 
Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa. Oleh 
karenanya, BW tersebut berlaku bagi: orang-orang Eropa dan mereka yang 
dipersamakan dengan orang Eropa, orang timur asing tionghoa, dan orang 
Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
71
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian hukum kewarisan 
tertuang dalam Buku II tentang kebendaan. Hal ini dilakukan karena hukum waris 
dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu 
benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Secara umum hukum kewarisan 
perdata barat (BW) mengatur dan menjelaskan tentang perihal warisan secara 
umum, hak mewarisi menurut undang-undang, menerima dan menolak warisan, 
perihal wasiat dan testamen, legetieme portie, pembagian waris, dan harta 
peninggalan yang tidak terurus. 
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http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/hukum-waris-perdata.html. diakses tanggal 
20 Juni 2013. 
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Pada dasarnya untuk dapat mengerti dan memahami hukum waris ini, 
cukup layak bidang-bidang yang harus dibahas diantaranya pengertian keluarga 
sedarah, status hukum anak-anak tentang hak warisan ab intestate keluarga 
sedarah, dan lain sebagainya. Keluarga sedarah sebagaimana kita ketahui 
merupakan sanak keluarga yang ada hubungan keturunan. Wasiat dan testamen 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diatur dalam pasal 875 yang 
menyatakan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi 
pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia 
meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.  
Legitieme Portie anak-anak dan keturunan, adalah besarnya bagian mutlak 
ini ditentukan berdasarkan besarnya bagian ab intestate dari legitiemaris yang 
bersangkutan dengan perkataan lain legitieme portie merupakan pecahan dari 
bagian ab intestate. Untuk mengetahui besarnya bagian mutlak anak-anak dan 
keturunannya terlebih dahulu harus dilihat dari jumlah anak yang ditinggalkan 
oleh pewaris.
72
 
Untuk lebih jelas hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal 914 KUHPerdata 
yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: 
1. Jika yang ditinggalkan hanya seorang anak, maka legitieme portie anak itu 
adalah 1 2  dari harta peninggalan. 
2. Jika yang ditinggalkan dua orang anak, maka legitieme portie masing-
masing anak adalah 2 3  dari ab intestate masimg-masing anak itu. 
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http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/hukum-waris-perdata.html. diakses tanggal 
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3. Jika yang ditinggalkan tiga orang anak atau lebih, maka bagian masing-
masing anak adalah 3 4  dari bagian ab intestate masing-masing anak itu. 
Yang dimaksud tiga orang anak atau lebih adalah termasuk pula semua 
keturunannya. 
hukum waris menurut BW menganut asas: “apabila seseorang meninggal 
dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli 
warisnya. Ciri khas hukum waris perdata barat atau BW antara lain: adanya hak 
mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut 
pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seorang ahli waris menuntut 
pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat 
ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 
BW sebagai berikut: 
1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak 
dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan 
tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. 
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada 
perjanjian yang melarang hal tersebut. 
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan 
hanya beberapa waktu tertentu 
4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima 
tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak. 
Harta warisan dalam sistem hukum waris perdata barat atau BW meliputi 
seluruh harta benda berserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum 
 
 
49 
 
harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada 
beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum 
harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain: 
1. Hak untuk memungut hasil; 
2. Perjanjian perburuhan dengan pekerja yang harus dilakukan bersifat 
pribadi; 
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang beberbentuk maatschap menurut 
BW maupun firma menurut Wvk, sebab perkongsian ini berakhir dengan 
meninggalnya salah seorang anggota atau persero. 
Pengecualian lain, yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan 
hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu: 
1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak; 
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah 
dari ayah atau ibunya. 
Sistem hukum waris perdata barat tidak mengenal harta asal dan harta 
perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan dalam hukum perdata atau 
BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam 
keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris 
kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta 
warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta 
yang ditinggalkan oleh pewaris. 
Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga 
tang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. BW 
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mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta 
peninggalan. Artinya, jika golongan pertama masih ada, maka golongan kedua 
dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan. 
1. Golongan Pertama. Golongan ini terdiri dari keluraga dalam garis lurus ke 
bawah, meliputi anak dan keturunannya serta suami/istri yang 
ditinggalkan/yang hidup paling lama. Cucu akan terhalang oleh anak. 
Bagian yang diterima masing-masing ahli waris dari golongan ini sama 
besar.  
2. Golongan Kedua. Golongan ini terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke 
atas, meliputi orang tua dan sauadara, baik perempuan maupun laki-laki, 
serta keturunannya. Bagian yang akan diterima untuk ayah dan ibu 
masing-masing 1 4  (seperempat) bagian dari harta, dan sisanya dibagi rata 
untuk semua saudara. 
3. Golongan Ketiga. Golongan ini terdiri dari kakek, nenek dan leluhur 
selanjutnya ke atas. Harta waris dibagi dua (kloving) untuk sanak keluarga 
dari garis ayah  pewaris, dan sanak keluarga dari garis ibu pewaris, 
selanjutnya dibagi rata untuk masing-masing ahli waris. 
4. Golongan Keempat. Golongan ini meliputi anggota keluarga dalam garis 
ke samping, paman dan bibi serta keturunannya sampai derajat keenam 
dihitung dari pewaris, dan saudara kakek dan nenek serta keturunannya 
sampai derajat keenam dari pewaris. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli 
waris sama sekali, maka berdasarkan pasal 832 ayat 2 BW, seluruh harta 
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peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib 
melunasi utang-utang si pewaris, sepanjang harta warisan itu mencukupi. 
Hukum waris BW juga mengenal istilah ahli waris pengganti yang disebut 
plaatsvervulling, jika terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari 
pewaris. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia ada dua cara 
untuk mendapatkan harta warisan, yaitu: 
1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato). Yang 
termasuk dalam golongan ini ialah: Suami atau istri (duda atau janda) dari si 
pewaris, keluarga sedarah yang sah dari pewaris dan keluarga sedarah alami 
dari pewaris. 
2. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).73 Yang 
termasuk kedalam golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris 
diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. 
Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-
tiap golongan penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing. Misalnya, 
golongan masyarakat yang beragama Islam diberlakukan hukum waris Islam, baik 
mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki 
dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa 
dan memutus sengketa waris apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris.  
Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum 
adatnya masing-masing dan disatu sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan 
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Mustari, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri  Makassar, Wawancara oleh penulis 
di Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 14 Juni 2013. 
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kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan 
dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini separuhnya diserahkan kepada 
BW ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak 
terlepas dari 3 ( tiga ) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan 
pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau 
memiliki harta warisan & adanya ahli waris yaitu orang yang menerima 
pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan. 
Ahli waris beda agama di dalam hukum Islam merupakan salah satu 
penghalang menerima warisan. Berbeda dengan hukum Islam, dalam BW ahli 
waris beda agama bukanlah penghalang kewarisan. Menurut BW yang penyebab 
seseorang terhalang menerima warisan terdapat dalam pasal 838, yang berbunyi: 
1. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba 
membunuh orang yang meninggal itu; 
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan 
fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah 
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima 
tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata telah menghalangi 
orang yang  meninggal itu untuk membuat atau mencabut kembali 
wasiatnya; 
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat 
orang yang meninggal itu. 
 
 
53 
 
Salah satu penyebab terjadinya perbedaan agama antar pewaris dengan 
ahli warisnya, yaitu karena perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama 
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Walaupun demikian 
pada pokoknya perkawinan beda agama tidak diinginkan oleh pembentuk undang-
undang. 
Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan 
persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami/istri itu 
sendiri, maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari 
perkawinan beda agama. 
Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia 
hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya yang seagama, 
sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena 
menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak 
kewarisan sedangkan saudara sekandungnya yang beda agama tidak mendapat hak 
kewarisan. 
Persoalan tersebut di atas merupakan salah satunya mengenai hak 
kewarisan antara suami/istri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan 
pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut 
adalah sah, termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun dalam 
hukum Islam hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama 
menggugurkan hak saling mewarisi. Sedang menurut hukum waris perdata barat, 
mereka tetap menjadi ahli waris yaang sah. 
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Masalah waris itu tidak seharusnya diperdebatkan lagi, karena perkawinan 
kami diresmikan di catatan sipil. Jadi, yang berlaku adalah hukum negara, bukan 
hukum agama. Itulah pendapat salah seorang penganut Katholik yang menikahi 
seorang muslimah ketika ditanyakan apakah ia tidak risau dengan kemungkinan 
rumitnya masalah waris untuk anak-anak mereka kelak. Meskipun kelak anak-
anaknya mengikuti agama sang ibu, bukan berarti otomatis harta waris mereka 
dibagi menurut Islam. Pria yang aktivis LSM itu yakin semua anaknya akan 
mendapat bagian yang sama.
74
 
Dalam pandangan Kristen, kata Pdp Hanan Soeharto dari Pusat Pelayanan 
Bantuan Hukum Gereja Bethel Indonesia, perbedaan agama tidak menghalangi 
hak waris. Jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya. 
Kalau anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku. 
Anak tetap berhak mendapatkan warisan. 
Menurut Erman Suparman, Undang-undang tidak membedakan ahli waris 
laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada 
ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup 
hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. 
Apabila terjadi masalah dalam pembagian harta warisan yang diakibatkan 
karena perbedaan agama dan permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan 
Negeri setempat, maka Pengadilan Negeri kemungkinan akan meninjau hukum 
dari segi hukum waris perdata, dikarenakan yang berlaku di pengadilan negeri 
sampai saat ini adalah hukum waris perdata, sedangkan hukum waris Islam hanya 
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http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/hukum-kawin-beda-
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berlaku di Pengadilan Agama saja. Selain itu hukum waris perdata ini digunakan 
bagi orang yang mengesampingkan hukum Islam dan hukum Adat dalam 
mendapatkan penyelesaian pembagian harta warisan. 
Dalam hukum waris perdata barat atau BW, tidak di jelaskan secara rinci 
mengenai ahli waris beda agama. Menurut hukum waris perdata barat atau BW, 
pasal 832: “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah 
menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri 
yang hidup terlama”. Jadi, meskipun ada perbedaan agama antara pewaris dengan 
ahli warisnya, misalnya pewaris beragama kristen dan ahli warisnya beragama 
Islam, namun terbukti mempunyai hubungan keluarga yang sah menurut undang-
undang, maka ahli warisnya tersebut tetap berhak menerima warisan.
75
 
C. Dasar Putusan Hakim Terhadap Harta Warisan Ahli Waris Beda Agama 
Kematian seseorang sering berakibat kepada timbulnya sengketa di 
kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal ini sangat mungkin 
terjadi, bilamana pihak-pihak yang terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu 
yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya 
sengketa waris, sebab dalam Islam, mayoritas ulama telah mengambil suatu 
pendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa 
mendapatkan harta warisan (terhalang). Namun ada sebagian ulama yang 
memperbolehkannya melalui jalan wasiat wajibah. 
Dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di 
Pengadilan Agama dengan tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris 
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yang berbeda agama dengan pewaris umummya dilakukan melalui pertimbangan 
legalitas dan moral. Demikian pula keputusan hukum yang dijadikan dasar oleh 
Mahkamah Agung memberikan hak kepada ahli waris non muslim dengan jalan 
wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer, juga 
mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral.
76
 
Sementara itu, jika mengacu kepada pendekatan normatif sesuai dengan 
syari’at Islam, dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan 
tujuan nash, baik Alquran ataupun hadis tentu telah ditegaskan bahwa tidak ada 
hak waris bagi ahli waris berbeda agama. Tapi dari segi yuridis, yaitu menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti melihat karena alasan 
legalitas dam moral hak waris diberikan kepada ahli waris non muslim. Demikian 
pula karena alasan filosofis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah 
ushul fiqh untuk mendukung terhadap pembenaran norma dan sebagai media 
untuk menjustifikasi pemberian waris kepada ahli waris non muslim.
77
 
Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli 
waris beda agama, peneliti mengutip hasil penelitian di Pengadilan Agama 
Jakarta, yang menyatakan bahwa: 
Ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk 
menjadi ahli waris. Seperti yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 171 huruf 
(c) yang menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat 
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 
waris”. Sedangkan ayat-ayat hukum tentang wasiat wajibah telah dinasakh oleh 
ayat-ayat mawaris maupun oleh hadis Nabi SAW. Berdasarkan pertimbangan 
                                                          
76Lihat H. Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, (Cet; I 
Jakrta: Kemeeterian Agama RI, 2011), h. 228. 
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ini PA Jakarta Menetapkan untuk tidak memberikan hak waris kepada ahli 
waris beda agama.
78
 
 
Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas masyarakat Indonesia yang 
beragam, pemerintah beserta ulama berupaya untuk mendukung berlakunya 
wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam 
sebuah keluarga. Sesuai dengan ungkapan kaidah hukum bahwa kebijakan 
seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada 
kemaslahatannya. 
Menurut J. Kamal Farza, sebagaimana telah mengutip Guru Besar 
Universitas Indonesia, M. Tahir Azhary, berpendapat bahwa: perbedaan agama 
seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, 
begitulah prinsip hukum Islam. Ada Sunnah Rasul, tidak mewarisi orang beriman 
dari orang yang tidak beriman. Demikian sebaliknya.
79
 
Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris sudah tertutup, maka orang tua 
yang masih hidup bisa memberikan hibah karena pemberian bisa dilakukan 
kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Namun dalam 
pemberian hibah tidak boleh melampaui maksimal 1/3 dari jumlah harta yang ada. 
Selain itu, apabila dalam hukum Islam hak waris telah tertutup 
kemungkinannya, maka dalam hal pembagian harta warisan akibat adanya 
perbedaan agama dapat menundukkan diri pada sistem hukum waris perdata barat 
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yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Adapun dasar hukum 
yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan 
perkara waris beda agama yaitu pasal 832 dan pasal 834.  
Menurut salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pudjo Hunggul, 
SH., MH menyatakan bahwa dalam perkara pembagian warisan yang di 
tangani oleh pengadilan negeri itu diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, mengenai kebendaan. Menurut Pudjo Hunggul, dalam Hukum 
Islam memang ahli waris beda agama tidak mendapatkan hak untuk waris-
mewarisi sesuai yang ditetapkan dalam Al-qur’an dan hadis. Namun dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ahli waris beda agama tetap 
memiliki hak untuk waris-mewarisi. Hal ini di karenakan demi terciptanya 
kebaikan dan kedamaian.
80
 
 
Sedangkan menurut Aswinjon, SH., MH yang pernah menengani kasus 
dimana pewaris beragama kristen dan diantara ahli warisnya ada yang beragama 
Islam. Menurut beliau ahli waris beda agama tetap mendapatkan hak untuk 
menerima warisan karena mereka mempunyai hubungan keluarga yang sah 
dengan pewaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.lagi pula dalam Buku 
II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda tidak ada aturan 
mengenai hak waris ahli waris beda agama. Pasal 834 BW mengungkapkan 
bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk 
harta peninggalan agar diserahkan kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli 
waris.
81
 
 
Untuk mengkaji lebih rinci mengenai fakta hukum putusan hakim 
Pengadilan Negeri tentang pemberian hak waris kepada keluarga dekat pewaris 
yang berbeda agama dengan pewaris, peneliti menganalisis salah satu putusan 
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Putusan yang akan dianalisi 
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 September 2012 No. 253/ 
Pdt. G/ 2012/PN. Mks. Dalam kasus ini, seseorang meninggal dunia (almarhun 
Tony Chandra) dengan meninggalkan 2 orang istri dan 7 anak. Dimana istri kedua 
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dan 1 orang anaknya beragama Islam. Dimana Yuliana Baco Pande selaku istri 
pertama beserta anak-anaknya beragama Kristen Katolik, menggugat Zuliyati 
selaku istri kedua yang menguasai harta peninggalan Tony Chandra dan berbeda 
agama dengan pewaris. Oleh karena itu yuliana Baco Pande menggugat Zuliyati 
dan anaknya ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh hak warisannya.  
Pada gugatan itu dinyatakan bahwa Tony Chandra meninggal pada tanggal 
21 Juli 2012, beragama Kristen, dan meninggalkan harta-harta yang merupakan 
boedel warisan yang belum dibagi secara sah menurut hukum kepada ahli 
warisnya abs intestato. Adapun boedel warisan tersebut berupa harta benda tak 
bergerak, harta benda bergerak, dan uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank. 
Dinyatakan pula, bahwa meskipun Zuliyati dan anaknya ada hubungan hukum 
dengan almarhum Tony Chandra, tetapi karena Zuliyati dan anaknya beragama 
Islam maka menurut hukum Islam tidak berhak atas boedel warisan almarhum 
Tony Chandra, karena berlainan agama.  
Berdasarkan keterangan Zuliyati (Tergugat I) yang merupakan istri kedua 
dari almarhum Tony Chandra, yang menyatakan bahwa secara yuridis harta 
tersebut bukanlah boedel warisan tapi hasil usaha bersama Tergugat I sekeluarga 
karena hampir keseluruhan harta tersebut diperoleh setelah almarhum Tony 
Chandra jatuh sakit, dan lebih tegas lagi yang harus dimengerti dalam perkara ini 
tidak akan diterapkan pengaturan warisan menurut hukum agama Islam dan 
Kristen, karena kita tidak sedang berperkara di Pengadilan Agama, kewenagan 
absolut hakim Pengadila Negeri Makassar haruslah menerapkan hukum positif 
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yang berlaku berdasarkan undang-undang Negara yang menyamaratakan hak 
setiap warga Negara di depan hukum. 
Setelah mencermati gugatan penggugat dan jawaban tergugat dalam 
perkara ini, maka hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan antara 
penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah tentang harta peninggalan dari 
Tony Chandra, yang menurut penggugat merupakan boedel warisan dan para 
penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisinya. Sedangkan menurut 
tergugat harta yang disengketakan adalah harta yang diperoleh atas usaha dan 
kerjasama tergugat dengan almarhum Tony Chandra dan para tergugat tidak 
berhak mewarisinya. 
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati 
gugatan dan jawaban replik duplik maka terdapat hal-hal yang telah sama diakui 
dan tidak dibantah lagi oleh para pihak yaitu: bahwa Tony Chandra sebelumnya 
bernama Tjiang jong Tjeng dan telah meninggal dunia pada bulan Juli 2012, 
bahwa Tony Chandra pernah menikah dengan Penggugat I, bahwa selain menikah 
dengan penggugat, juga pernah menikah dengan Tergugat I dan melahirkan anak 
yaitu Tergugat II, dan bahwa almarhum Tony Chandra telah meninggalkan 
Penggugat I sejak tahun 1996 s/d meninggal dunia. 
Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan 
penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Tony 
Chandra dan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII adalah sebagai anak yang lahir dari 
perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I. Sehingga para 
penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra. 
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Selanjutnya, berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu 
bukti berupa kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil 
Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 20 desember 2005 telah tercatat 
perkawinan antara Tony Chandra dan Zuliyati. Yang dinikahkan didepan pemuka 
agama Budha Vihara Cetya maha Dharma Makassar tanggal 11 desember 2005. 
Karena perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang diatur undang-
undang, sekalipun tidak ada perceraian atau izin dari istri pertamanya namun 
perkawinan tersebut belum pernah dibatalkan sampai Tony Chandra meninggal 
dunia sehingga tergugat I sah sebagai istrinya, dan juga sebagai ahli waris dari 
almarhum Tony Chandra.  
Mengenai anak tergugat yaitu Tergugat II, merujuk pada bukti berupa akte 
kelahiran yang diterbitkan tahun 2006, ternyata Hendrawan Chandra yang 
dilahirkan 28 januari tahun 2000, telah diakui sebagai anak laki-laki dari pasangan 
suami istri Tony Chandra dengan Zuliyati. Sekalipun Tergugat II lahir sebelum 
kedua orang tuanya menikah secara sah, namun telah diakui oleh keduanya 
sebagai anaknya dalam bukti (akte kelahiran), maka Tergugat II menurut hukum 
adalah juga sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut. 
Mengenai harta yang disengketakan penggugat dan tergugat merupakan 
boedel warisan atau tidak, karena menurut penggugat obyek sengketa adalah 
boedel warisan, sedangkan menurut tergugat adalah harta yang diperoleh atas 
usaha dan kerja keras antara Tergugat I dengan Tony Chandra dan tidak ada hak 
penggugat untuk mewarisinya. Maka untuk menentukan apakah harta yang 
disengketakan merupakan boedel warisan atau tidak, terlebih dahulu haruslah 
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dibuktikan status dan cara perolehan harta yang disengketakan tersebut apakah 
diperoleh dalam perkawinan Tony Chandra dengan Penggugat I atau semasa 
hidup bersama/kawin dengan Tergugat I. Untuk hal tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti 
penggugat ternyata sama dengan bukti yang diajukan tergugat yang telah 
disesuaikan dengan aslinya. Maka dapat disimpulkan bahwa dari harta-harta 
tersebut merupakan hasil pencarian bersama almarhum Tony Chandra dengan 
Zuliyati. Karena harta tersebut merupakan harta bersama antara almarhum Tony 
Chandra dengan Tergugat I sehingga Tergugat I selaku istri kedua juga berhak 
untuk mendapatkan seperdua dari harta pencaharian mereka dan seperdua lain 
menjadi hak dari ahli waris Tony Chandra. 
Berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta keterangan 
saksi-saksi dan bukti-bukti, hakim memutuskan bahwa harta yang disengketakan 
terbukti sebagai pencarian bersama almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati, 
dimana setengah bahagiannya adalah hak Zuliyati, sedangkan setengahnya 
bahagiannya hak dari ahli waris Tony Chandra, dimana Zuliyati dan anaknya 
meskipun berlainan agama juga mempunyai hak sebagai ahli waris dari tony 
Chandra bersama-sama dengan para penggugat (Yuliana Baco Pande dan anak-
anaknya) karena terbukti mempunyai hubungan keluarga yang sah dengan 
almarhum Tony Chandra.  
Adapun dasar putusan Hakim yang menyatakan bahwa Penggugat I dan 
Tergugat I merupakan istri dari almarhum Tony Chandra, tertuang dalam pasal 2 
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Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: “Perkawinan sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 
itu”. Dan dalam pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkwainan bagi yang beragam 
Islam dilakukan oleh pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan 
pencatatan untuk perkawinan yang beragama selain Islam dilakukan di kantor 
catatan sipil.
82
 
Dasar putusan hakim dalam menetapkan Tergugat II yang lahir sebelum 
kedua orang tuanya menikah secara sah, dan ia merupakan anak luar kawin, serta 
ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ini berarti bahwa antara si 
anak dan ibunya ada hubungan hukum antara seorang ibu dengan anak sah atau 
hanya sah terhadap ibunya. Akan tetapi karena telah diakui oleh kedua orang 
tuanya sebagi anak, sehingga ia memiliki hubungan perdata dengan bapak yang 
mengakuinya. Maka dengan adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, ia dapat 
dinyatakan sebagi ahli waris berdasarkan pada pasal 862 KUHperdata yang 
menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak yang lahir 
di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, 
kedudukannya sama dengan ahli waris lainnya. Hal yang membedakan hanyalah 
bagian yang diterima tidak sama dengan anak sah. 
Adapun dasar putusan hakim berdasar putusan yang asli dalam memeriksa 
dan mengadili perkara kewarisan di atas adalah didasarkan pada Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (BW) tentang Kebendaan. 
Pengadilan Negeri Makassar setelah melalui pemeriksaan perkara, pada 
akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan harta kepada seluruh 
ahli waris, baik ahli waris yang sama-sama kristen maupun ahli waris yang Islam. 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut jelas bertentangan dengan 
ketentuan hukum Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesinpulan 
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. ahli waris beda agama menurut Hukum Islam, tidak berhak menerima 
warisan. Karena dalam hukum Islam yang menjadi penghalang menerima 
warisan ada 3, salah satunya adalah perbedaan agama. Seorang muslim 
tidak dapat mewarisi ataupu diwarisi oleh orang non-muslim, apapun 
agamanya. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa 
tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula prang 
kafir mewarisi orang muslim. 
Orang murtad termasuk dalam ketegori perbedaan agama, karenanya orang 
murtad tidak dapat mewarisi orang muslim. Di kalangan para ulama terjadi 
perbedaan pendapat mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat 
mewarisinya atau tidak. 
Menurut penulis, pada masa sekarang ini, mengenai harta warisan orang 
yang murtad pendapat mazhab Hanafi yang paling raj’ih (kuat dan tepat) 
bahwa seluruh harta warisan si murtad diwariskan kepada ahli warisnya 
yang muslim. Karena pada masa sekarang ini tidak kita temui baitulmal 
yang dikeloladengan baik dan rapi, baik baitulmal yang bertaraf masional 
maupun internasianal. Menurut penulis, orang tua yang masih hidup dan 
berbeda agama dengan keturunannya dapat memberikan hibah kepada 
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keturunannya tersebut , karena hibah dapat diberikan kepada siapa saja, 
baik muslim mapun non-muslim, yang jelas hibah yang diberikan tidak 
lebih dari 1/3. 
2. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan mengacu pada rumusan 
masalah, maka dalam KUHPerdata perbedaan agama bukanlah penghalang 
bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Jika ahli waris 
tersebut terbukti memiliki hubungan keluarga yang sah dengan pewaris 
menurut Undang-Undang yang berlaku. 
3. Dalam memutuskan suatu perkara pembagian warisan beda agama, Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, mengacu kepada peraturan perundang-
undangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang 
benda. Tepatnya dalam mengacu pada pasal 832 dan pasal 834. Sehingga 
ahli waris beda agama tetap memiliki hak waris. Mereka tetap 
mendapatkan warisan yang sama banyaknya dengan ahli waris yang 
agamanya sama dengan pewaris. 
B. Saran 
Sebagi sumbangan pemikiran dalam menghadapi dan memecahkan 
permasalahan hukum di masyarakat khususnya masalah tentang kedudukan ahli 
waris beda agama terhadap harta warisan orang tuanya, maka penulis 
menyarankan sebagai berikut: 
1. Hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang berkaitan dengan ajaran 
agama Islam bagi masyarakat muslim, sudah jelas mengatur bahwa 
perbedaan agama adalah penghalang kewarisan. Jadi seseorang yang 
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berbeda agama dengan anaknya dapat memberikan hibah sebelum ia 
meninggal dunia. 
2. Apabila ada sengketa tentang ahli waris beda agama, disarankan kiranya 
kita melihat dan meninjau dahulu, termasuk golongan penduduk yang 
manakah si ahli waris itu. Sebab ini akan menentukan ia berhak atas harta 
warisan atau tidak. Kalau ia termasuk golongan yang tunduk pada BW, 
kiranya kita sepakat bahwa ia berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, 
karena dalam hukum waris BW, tidak ada masalah jika ahli waris beda 
agama dengan pewaris, ia tetap berhak menerima warisan. 
3. Perlu  diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor terjadinya persesuaian 
dan perbedaan hukum kewarisan Islam dengan pelaksanaan hukum waris 
perdata barat (BW). 
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